NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Nomor : NK-55MK 172022
Nomor : B/AM30/24/409 1. 1/NK2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat, buian Okdober, i=hun du= rfbu du= pullh o=
(24-10-2022), bertempat di Jakaria dan Bitar. kami yang beriands tangan 4 bawah

. HERU PAMBUDI . Sekretans Jendera Kementeran Keuangan Dervsouousar 3
Gedung Djuanda | Jaian Dr. Wahedn Rays Noowor 1. ===
Pusat. 10710, dalam hal ni berfind=k uniak &=n ai=s rama
Kementenan Keuangan bedasarsan ¥spuisar Mer=r
Keuangan Nomor S3SKMK 012015 =niang Peimpsian
Kewenangan Menten Keuangan caiam Serok Warce
kepadz Peabat d LUinghungan Ssosians Jendesal
selanjuinyz ds=hut sehaga PIHAK KESATU

. RINISYARIFAH . Bupati Bitar, berkedudukan & Kantor Supas Bitar A Kosuma
Bangsa No. 50 Kanigoro Bitar, 55171, daiam hal i berindsk
untuk dan atas namea Pemennizh Kzbupaien Sier
berdasarkan Keputusan Menses Daiam Neges Nomor
131.35-312 Tahun 2021 fentang Pengesainan Pengangiatan
Kepaiz Daerah dan Wakd Kepsiz Desrsh Hasi Pemiiban
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Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaien dan Kot=

pada Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendin disebut sebagal PIHAK can secars
bersama-sama disebut PARA PIHAK, teriebih dahulu menerangkan hal-hal ssbagal beraut

a.

bahwa PIHAK KESATU merupakan Instansi Pemenniah yang menysienggarakan pendidican
vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya diakukan oleh Polisknik Keuangan
Negara STAN;

bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi pemerniniah daerah yang menysienggarakan tugas
dan fungsi pemerintahan daerah yang memeriukan sumber dayz manusia yang memilic
keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuniabiiias pengeiciaan
keuangan negara melalui penempatan lulusan Poiliteknik Keuangan Negars STAN pads
instansi pemerintah daerah yang telah lulus seleksi kompetens dasar. can

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memilic ==hiiean
bidang keuangan negara yang berasal dan lulusan Poliisknik Ksuangan Negars STAN o=
instansi pemerintah daerah yang teiah lulus seieksi kompeiens dasar. perio maishukan s
sama dan meningkatkan koordinasi yang dituangkan dalam bentuk Noi= Kesspakaiar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagal beriat

i P

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparshwr Sipi Negara (Lembaran Negses
Republiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negar= Repubiik Indonesa
Nomor 5484);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 teniang Mansemen Pegasa Negss Sol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor §3. Tambshan Lembaran Neg=s

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimans isish dubsh dengan Pessiu=an Pemermiald
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Persturan Pemesnish Nomor 11 Taium 2007
tentang Manajemen Pegawai Neger Sipd (Lembaran Negara Repubiic Indoress Tahur 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 54771

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kena Sarmz Dass=h (Lembaran Negas
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor $7, Tambahan Lembaran Negars Repuliik Indoness
Nomor 6218);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 feniang Pemenuhan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan
Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme lkatan Dinas bagi Lulusan Program
Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Seriz Negara Repubii
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1828) sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Menten
Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubshan aias Peraturan Menten Keuangan
Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawa Negen Sipi Meisha
Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Poliieknik Keuangan Negars
STAN dan Mekanisme lkatan Dinas bagi Lulusan Program Diplomz Bidang Keuangan
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1657);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK_01/2018 tentang Leaders Faciory & Lingkungan
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18381

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tat= Cara Kena Sama Desran

dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ksfigs (Bemiz Negars Repubik
Indonesia Tahun 2020 Nomeor 371);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK 01/2021 fentang Orgamsas dan Ta= Kage
Kementerian Keuangan (Berita Negarz Republik Indonesia Tahem 2027 Nomor 1037
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menien Keuangan Nomor 141UPMR 02022
tentang Perubahan atas Peraturan Menter Keuangan Nomor 118FPME 012027 =m=ng
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Beriia Negara Repubiik Indonese Tahum
2022 Nomor 954);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Rsformas Sioloss Seoubic
Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawa Negen Spil (Beri= Negas
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 854). dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bitar Nomor 3 Tahun 2022 fentang Pembeniuian &an Sesanan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupsten Bitar Tahun 2022 Nomor 30D, Tamiafan
Lembaran Daerah Kabupaten Biiar Nomor 65).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. dengan tetap mempernatican tstertuan perahuran DemuncarG-
undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi PARA PHAK sesua ksieniuan peraiuan pemuncang-
undangan, PARA PIHAK sepakat uniuk membusi menandsiangan. dan mesksanckan Nos=
Kesepakatan tentang Penempatan Lulusan Polisknik Keuzngan Negars STAN pada sars
Pemerintah Daerah, yang selanjuinya disebut Noiz Kesepakaian dengan ==muan s=taos
berikut:
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Pasal1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjuinya disebut PKN STAN adaiah perguruan
tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan berianggung =ws=b
kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Lulusan PKN STAN adalah mahasiswa PKN STAN yang felah dinyatakan lulus mengias
pendidikan dan telah lulus seleksi kompetensi dasar.

Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalsh seleksi yang menguiar
kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, kesterampiian, dan
perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Neger Sipil Republik indonesia.

Program  Penempatan adalah penempatan luiusan PKN STAN pads
kementerian/lembagal/instansi pemerintah daerah dengan memperimbangikan usulan
kebutuhan sumber daya manusia yang memilia keahlian & bidang ksuangan negars yang
disampaikan oleh kementerianflembagafinstansi pemennizh daerah kepadz Kemem=nan
Keuangan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepakatan ini adalzh sebagai dasar bag PARA PHAK caiam mesouan s
sama dalam rangka penempatan Lulusan PKN STAN d ingkungan PIHAK KEDUA

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung ksiancaran pelisksancan pemempsi=n
dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusiz yang memiliki keahiian & bdang ¥eu=mgan
Negara yang berasal dari Luiusan PKN STAN yang diempsiian & ingiungan PEAK KEDUA

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Program Penempatan dan ingungan PHAK KESATU &=
lingkungan PIHAK KEDUA yang pelsksanzan snsoys =nuang caiam ==
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupskan bagian Sdsk Emsahkan dan Noi=
Kesepakatan ini.
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Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini mefiputi-

a.

(1)

)

pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan. dan pengangkaian Calon Pegawal Negen
Sipil (CPNS) yang berasal dari Lulusan PKN STAN pada lingkungan PIHAK KEDUA:

pemantauan program penempatan, pembinaan, dan periindungan pegawa yang berasal dan
Lulusan PKN STAN; dan

pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas dan sebagai dasar penyusunan peraturan.
kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas oleh masing-masing PIHAK sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWASB
PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab untulc

a. memverifikasi kebutuhan sumber dayz manusia yang berasal dan Luflusan PN STAN
yang akan ditempatkan padza ingkungan PIHAK KEDUA berdesarian ssulen =i
secara tertulis dar PIHAK KEDUA:

b. menetapkan daftar nama Lulusan PKN STAN yang skan dalokasian sebaga CPNS pacs
lingkungan PIHAK KEDUA dengan memperhaiikan k=bhufuhan ogansas PHAK
KESATU dan sesuai dengan kefentuan persturan peruncdang-uncangan. &an

c. menyampaikan dafiar nama lulusan PKN STAN ssbagamans dmaksud gads s
kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA memiliki tugas dan ianggung jaws=b untuic

a. menyusun dan menyampaikan usuian kebutuhan Lulusan PXN STAN secas =nulis

kepada PIHAK KESATU. sesua dengan psia j@oatan 4 ingeungan PIHAK KEDUA car
sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dan waktu k= w=kau

b. menerima alokasi Lulusan PKN STAN yang distapkan oich PHHAK KESATU.

c. menempatkan Lulusan PKN STAN yang dienma pada Ehatan-sb=t=n O Doang
pengelolaan dan pengawasan keuangan Negara. Sesua dengan uaifkas penddikar o=
kompetensinya;
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menyampaikan usul formasi CPNS untuk Lulusan PKN STAN kepada menien yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negars éan
Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada PIHAK KESATU. yang memuz=t
rencana Program Penempatan paling kurang terdini atas nama jabatan dan unt kenz2
penempatan sampai dengan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama aiau uni yang
setingkat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinyza seria sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

memproses pengangkatan CPNS untuk Luiusan PKN STAN dengan meneiapkan surat
keputusan pengangkatan dan penempatan Lulusan PKN STAN paling lambat S0 (sembilan

puluh) hari kalender setelah diterimanya surat Menten Keuangan mengenal penyampaian
Lulusan PKN STAN;

menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS Lulusan PKN STAN kespacz
PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) harn kalender seteiah ditetapkannya sur=t
keputusan pengangkatan dan penempatan CPNS Lulusan PKN STAN:

dengan pengelolaan keuangan negara, seria pembinaan manaemen Aparstar Sl
Negara lainnya sesuai dengan keientuan perafuran peruncang-undangan bag o=
Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada lingkungan PHHAK KEDUA:

memberikan kesempatan kepada para Lulusan PKN STAN yang dismpaian pacs
lingkungan PIHAK KEDUA untuk meianiuikan pendidikan yang b g caniai=w
pendidikan dan pelatihan lainnya untuk peningikatan kompetens sesua dengan ==nuar
peraturan perundang-undangan:

pengelolaan keuangan negara/aset pads ingkungan PHAK KEDUA, sesua osngar
ketentuan peraturan perundang-undangan:

bantuan hukum sesuai ketentuan yang bericku bag pars Lulusan P¥N STAN =g
ditempatkan pada lingkungan PIHAK KEDUA:

menetapkan kebijakan dan/atau peransian katan dnas untuk Lullussn PN STAN s
ditempatkan pada lingkungan PIHAK KEDUA dengan mengacu pacs =ienuan peraiur=n
perundang-undangan mengenal kepegawasan dan'sisu k==n drnss Deser= perEmurEr
pelaksanaannya serta berkoordinasi dengan PIHAK KESATU paiing amb= 30 figs paul)
hari kalender sejak Lulusan PKN STAN dienma PHAK KEDUA: dan
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|.  memastikan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan ziau terka® dengan kaian
dinas untuk Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada unit PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEJABAT PENGHUBUNG

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempaian, masin - By
menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretanat Jenderal
Kementerian Keuangan; dan

b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Dayz Manuse
Kabupaten Blitar

(2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung PHAK yang
melakukan perubahan wajib menyampaikan informasi secara ferulis kepads PHAK Enny=
paling lambat 14 (empat belas) har kalender seisiah disispkan pengganien dani=i=w
perubahan pejabat penghubung pada salah satu PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENS!
(1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai peiaksansan Nots Kesepakatan
ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondenss beriar
a. PIHAK KESATU

Sekretariat Jenderal ¢ g. Biro Sumber Dayz Manusa

alamat : Gedung Djuanda |, Lantai 19, Jaian Dr. Wahdin Rays Nomor 1. S
Pusat, 10710

telepon : (#6221) 3812258

e-mail : birosdm@kemenkeu goid

b. PIHAK KEDUA:

Sekretariat Daerah ¢ q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayas Maruss
Kabupaten Biitar

s — — - — el - — o

PARAF | PRAK KESATU |2
' PIRAKKEDUA 2 |




alamat - J.. Wr. Supratman Nomor 13 Biitar 66133

telepon : (+620342) 806135
faksimile . (+#62 0342) 806478
e-mail . bkd@blitarkab.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PHAK
yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondens: tersebut
kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) har kalender ssteiah efadnyz
perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksansan Noia Kesepsksian m dbsbanian pace
anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesspakaian t=riulis PARA PHAK sssua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan svaluasi sias pelcksansan Noi= Ksseosaian
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali daiam 1 (safu) =hun bak sec=r= mands m=upun
bersama-sama sesual kebutuhan feruiama zias pesksansar SogET FEreroEEr
pembinaan, dan perlindungan seria pelsksanzan kaian dnas pecowea yarg Derasal oo
Lulusan PKN STAN;

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi aias peizksanaan Nofz Kesepakaian sstagarmans dmassus
pada ayat (1), dapat digunakan sebagal bahan masukan uniuk meSikan penysTpumasn
terkait dengan pelaksanaan Program Penempaian. pembinaan. perindungan, k=i=n dnes. S
aspek lain yang termasuk dalam Notz Kesepakatan nn

(3) Waktu dan teknis peiaksanaan pemaniauan dan evaliuas sebacaimans dmaksuc pada oy (7
serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaiuas ssbagamars dmsksec cacs == (2
dilakukan berdasarkan kesepakaian PARA PIHAK.
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Paszal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dan perbedaan penafsran dan'at=u
adanya permasalahan dalam pelaksanaan Notz Kesepakatan ni PARA PHAK sepaezs untue
menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(1)

(2)

)

4)

(1)

(2)

Pasal 11
JANGKA WAKTU
Nota Kesepakatan ini beriaku untuk jangka wakiu 5 (ima) fshun ssizk t=nogal
penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakaian PARA PHAK.

PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang jangka wakiu Notz Kesepsksizn ni. w=D
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lzinnya paling lambat 1 (safu) bulan sebeium
masa beriaku Nota Kesepzakatan ini berakhir.

Nota Kesepakatan ini dapat diakhin sebelum berakhimyza jangks wakiu sebagamana dimaksud

pada ayat (1), dalam hal:

a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan saish safu aiau masng-Tasng PHAK
tidak dapat melaksanzakan tugas dan ianggoung aws=b ssbagamans datur caiam No=
Kesepakatan ini; atau

b. salah satu PIHAK mengajukan usul pengakhiran Notz Kesspakatan

PIHAK yang mengusulkan pengakhiran Notz Kesepakatan ssbeium berskhimy=s =nghe wal

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). harus memberiahukan secars =rulis paiing =mbar 2

(dua) bulan sebelum rencanza pengakhiran dan dischuju oleh PHAK Ermy=.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majewrs) stau hab-hal d lusr Skusssan PARA PRAN
dapat dipertimbangkan untuk diakukan perubshan, pencabuian zizw pembst=icr =raco
Nota Kesepakatan ini.

Keadaan kahar (force majeure) atau hab-hal di luar kekuasaan sebagaimans dimsksud pacs
ayat (1), meliputi:

a. bencana alam;

b. bencanz non-alam:
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3)

(4)

(1)

(1

2

c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
e. hallain,

yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan fidak dapat dilaksanakanny= Not2
Kesepakatan ini.

PIHAK yang terkena dampak langsung maupun fidak langsung keadaan ssbegaimans
dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada PIHAK lzinnya secara terfulis paiing
lama 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (force majewrs) zizu ssislah
ditetapkannya keadaan kahar (force majeure), melaiui korespondensi sebagaimanz dmaksud
dalam Pasal 7 ayat (1).

Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salzh satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar
(force majeure) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini fidak menjadi tanggung 2w=b PHHAK

lainnya.

Pasal 13
PERUBAHAN

Nota Kesepakatan ini dapat diakukan perubahan danisizu penambainan Derdesaran
kesepakatan PARA PIHAK.

Setiap perubahan dan/atau penambahan hai-hal yang belum distur daliam Nois Keseoakaion
ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubshan (amandemen) danisicw perambaian
(adendum) yang disepakati dan ditandatangani oich PARA PHAK yang mengpsiar Sagen
yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepakaizn ni.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAN

Dalam proses pengangkatan Lulusan PKN STAN pada ingiungan PHAK KEDUA PARA
PIHAK tidak mengadakan tahapan scieksi lainya dalam beriuk zoepun yarg Dessia
menggugurkan Program Penempatan pada lingkungan PHAK KEDUA
Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembina Kepegawaian d masng-masing PHAK. ssiumi
ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berizku bagi PARA PEHAK
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Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani cich PARA PHAK

pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di alas, masing-masing bermeterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

=
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LAMPIRAN
NOTA KEBEPARATAN ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN PEMERINTAN KABUPATEN 811 TAN

NOMOR CNICARMIC 172022
NOMOR BABO/20/M00 1 1INIK/2022
TENTANG  PENEMPATAN  LULUBAN — POLIT RN

KEUANGAN NEGARA BTAN PADA INSTANSI PEMERINTAM
DAERAN

RENCANA KERJA ATAS KERJA SAMA PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN YANG TELAH LULUS SELEKSI
KOMPETENSI DASAR YANG AKAN DITEMPATKAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

No.

Substansi
| 2
Pengusulan
Kebutuhan
Lulusan PKN
STAN yang telah
lulus Seleksi
Kompetensi Dasar
oleh Pemerintah
Kabupaten Blitar

Uralan/Kegiatan

3

‘. Pengajuan Usulan

Kebutuhan Lulusan
PKN STAN sesuai
kebutuhan
Pemerintah
Kabupaten Blitar

. Verifikasi

kebutuhan sumber
daya manusia
yang berasal dari
lulusan PKN STAN
yang akan
ditempatkan di
Pemerintah
Kabupaten Blitar

Penanggung
~ Jawab
‘ 4
Bupati Blitar

Biro SDM,
Sekretariat Jenderal,
Kementerian
Keuangan

2022 | 2023

7

Rekomendasi
2024 | 2026 | 2026 Tindak Lanjut
i 0 10
Mempaertimbangkan

kebutuhan jabatan yang
lowong

Hasil verifikasi selanjutnya
menjadi dasar Pemerintah
Kabupaten Blitar untuk
mengajukan usulan formasi
CPNS Lulusan PKN STAN

Halaman 1 dari 5 Halaman
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¢ Pengusulan Hupatl Hiitar o oordinasl dan konsultasl

Formansi CPNS ke Kemanteran

Lulusan PKN Pandayagunani Aparstur

STAN ke Negara dan Reformaal

Kementerian Birokrast dan Kementerfan

Pendayagunaan Kounngan.

nm“ﬂwﬁwuﬂun_i b. Hasll Penetapan Formasi

Birokras! dan CPNS Lutusan PIKN 5 TAN

Baden penempatan Pamerintah

x“uoo-si_-: Kabupaten Diitar oleh

Negara dengan Kementerian

iamBUsan i Pandayagunaan Aparatur

K oraiar Negara dan Reformas

Keusngen Birokrasi menjadi dasar
dalam penetapan daftar
nama lulusan PKN STAN
yang akan ditempatkan di
FPemerintah Kabupaten
Blitar

d. Penyiapan | Badan Kepegwaian

pembiayaan gaiji, dan Pengembangan

tunjangan dan Sumber Daya

fasilitasi latsar bagi | Manusia Kabupaten

CPNS Lulusan Blitar

PKN STAN

Penempatan

Pemerintah

Kabupaten Blitar

Halaman 2 dari 5 Halaman
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Panempatan

Lulusan PIKN
STAN ke
Pemenntah
Kabupaten Blitar

o Penetapan Daftar
nama lulusan PKN
STAN yang telah
lulus SKD dan akan
dialokasikan
sebagal CPNS
Pemerintah
Kabupaten Blitar

b. Penyampaian
daftar nama
Lulusan PKN STAN
yang akan
dinlokasikan
sebagai CPNS
Pemerintah
Kabupaten Blitar

¢. Pengusulan NIP
CPNS Lulusan
PKN STAN
penempatan
Pemerintah
Kabupaten Blitar

d. Pengangkatan
CPNS Lulusan
Politeknik
Keuangan Negara
STAN

‘Badan Kepegawaian

iro HOM,
Sekretardatl Jenderal,
Kementarian
Kauangan

Biro SOM,
Sekretariat Jenderal,
Kementerian
Keuangan dan
Badan Kepegawalan
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Blitar

dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Blitar

Badan Kepegawaian |
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Blitar

Roordinast dan korespondens
dengan Pemernintah
IKabupaten Hitar

Koordinasi

o Sosialisasi, koordinas,
dan asistens|
pemberkasan NIP CPNS
Lulusan PKN STAN

b, Input data CPNS Lulusan
PKN STAN untuk
pengusulan NIP melalu|
SAPK Badan

Kepegawaian Negara,

 Penetapan Pengangkatan
CPNS Lulusan Politeknik
Keuangan Negara STAN

dengan Keputusan Bupati
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Masa Orientasi

o Perjanjian lkatan

b. Program

. Program

Dinas CPNS
Lulusan PKN STAN

Penyampaian hasil
pengangkatan
CPNS Lulusan
PKN STAN
penempatan
Pemerintah
Kabupaten Blitar

Onboarding
Pemda:
Pembekalan CPNS
(contoh:
pengenalan
organisasi, tusi,
kelembagaan,
Pemerintah
Kabupaten Blitar)

Onboarding
Perangkat Daerah

Badan Kepegawalan

dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Filiter

“Badan Kepegawalan

dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Blitar

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Blitar

Seluruh Perangkat
Daerah yang
ditempati CPNS
Lulusan PKN STAN !

o Penyiapan kebijakan
Iterml ikatan dinas

b Memantikan dan
koordinas! pelaksanann
pengawasan kemitrann

Koordinasi dan korespondens

Soslalisas, fleldirp

Koordinasi pelaksanaan

pengawasan kegiatan

Halaman 4 dari 5 Halarpan
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4. | Pengangkatan dan
Pembinaan PNS

p———

Keterangan:

~

A Pengangkatan
CPNS menjadi
PNS

b. Pembinaan PNS
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Tidak dilaksanakan : [
Dilaksanakan o L5 2

Badan Kepegawalan
dan Pangembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
[Hitear

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten

| Blitar

o Faallitasl pengliman
dalam pongujian
kanalhintan

b Fasiitasi Pangambilan
Sumpah Janji PNG

Koordinas, Sosialisasl, dan
Anintensl Pelaksanaan
Pembinaan PNS

”:mzc PAMBUDI 4/
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